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Aksi teror bom di Hotel Ritz Carlton dan JW 
Marriot, Mega Kuningan, 17 Juli silam menjadi 
kado pahit bagi masyarakat Indonesia, 

terutama pelaku aktor keamanan negeri ini yang 
baru saja melalui pelaksanaan Pemilu Legislatif dan 
Pemilu Presiden dengan relatif “under control”. 
(Phrase under control ini belakangan sering kita 
dengar dengan sebutan ‘aman terkendali’).

Pemilu legislatif pada 9 April dan Pemilu Presiden 
8 Juli berlangsung mulus meski sebelumnya diwarnai 
kekisruhan masalah Daftar Pemilih Tetap. Di tengah 
kesibukan Komisi Pemilihan Umum menghitung 
rekapitulasi suara itulah, tiba-tiba dua bom meledak 
di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot. 

Dilihat dari lokasi, pemilihan tempat teror ini 
amat seksi, karena menjadi tempat menginap dua 
tim sepakbola, Manchester United dari Inggris dan 
Indonesia All Star yang dijadwalkan berlaga di 
Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada 20 Juli.

Namun, secara waktu terjadinya aksi teror, tentu 
lebih ‘magnitude’ lagi. Bukan hanya sehari sebelum 
Manchester United tiba di Jakarta, tapi juga di 
saat proses pemilu belum usai. Maka, merebaklah 

Teror Bom
dan Wajah Intelijen Kita

Kabar Utama

berbagai skenario seperti dipaparkan Presiden 
Yudhoyono dalam jumpa pers di taman dalam Istana 
Negara selang enam jam setelah aksi teror itu.

Salah satu skenario itu yakni menggagalkan 
pengumuman resmi hasil Pilpres oleh KPU serta 
menjadikan suasana pasca-pemilu di Indonesia 
laksana protes anti kemenangan Ahmadinejad di Iran. 
Pada Sabtu, 25 Juli lalu, skenario menduduki Gedung 
Komisi Pemilihan Umum akhirnya tidak terbukti.

Setelah urung berkunjung ke lokasi bom di 
hari “H” peristiwa, Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono mengecam keras aksi teror itu sebagai 
titik hitam dalam sejarah Indonesia. “Aksi teror ini 
diperkirakan dilakukan oleh kelompok terorisme, 
meskipun belum tentu jaringan terorisme yang kita 
kenal selama ini,” kata Presiden. Mendampingi 
Yudhoyono saat memberikan keterangan pers, 
antara lain, Menko Polhukkam Widodo AS, Kapolri 
Bambang Hendarso Danuri, Panglima TNI Djoko 
Santoso, Menkominfo M. Nuh, Mensesneg Hatta 
Rajasa, Kepala BIN Syamsir Siregar, Mensesneg 
Hatta Rajasa,  dan Menseskab Sudi Silalahi

Presiden Yudhoyono yakin, hampir semua merasa 

Dalam kesempatan wawancara yang sama di sela-sela mendampingi Presiden 
Yudhoyono menjenguk korban bom di RS MMC, Kepala BIN Syamsir Siregar 

menolak dinyatakan sebagai pihak yang paling bersalah karena “kebobolan” 
serangan aksi teroris. “Memangnya saya Tuhan?” kata Syamsir saat itu.
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Kabar Utama

Badan Intelijen Negara menurut pernyataan 
Syamsir, tidak menuding golongan agama tertentu 
sebagai dalang di balik pengeboman ini. Mereka 
juga tidak menuduh pelaku memiliki motif politik 
terkait hasil Pilpres.

Pernyataan Syamsir Siregar sontak mengudang 
keheranan. Apalagi dalam kesempatan wawancara 
yang sama di sela-sela mendampingi Presiden 
Yudhoyono menjenguk korban bom di RS MMC, 
Syamsir menolak dinyatakan sebagai pihak yang 
paling bersalah karena “kebobolan” serangan aksi 
teroris. “Memangnya saya Tuhan?” kata Syamsir 
saat itu.

Bagaimana Media Bersikap
Selain sorotan kepada intelijen dan polisi atas 

terjadinya aksi teroris setelah lebih dari empat 
tahun Jakarta aman dari teror bom, kritik juga 
datang kepada media. Dalam gegap-gempita 
pemberitaan teror bom, media dianggap justru 
menyuburkan aksi teror karena salah satu ciri khas 
teroris adalah “mencari publisitas”. 

Untuk urusan kehumasan dan pencitraan ke 
luar, pemberitaan media yang memenuhi ruang 
publik lewat media cetak maupun elektronik justru 
dianggap kian membuat Indonesia makin terpuruk di 
mata internasional, karena cenderung menonjolkan 
sisi “kurang aman” dibandingkan pernyataan yang 
“menenangkan”. 

Sebagaimana diberitakan Antara, Pakar 
komunikasi Universitas Indonesia Effendi Ghazali 
menilai media massa telah berfungsi sebagai 
alat yang efektif untuk menyampaikan pesan-
pesan terorisme. “Langsung atau tidak langsung, 
media telah berhasil menjadi corong, penyampai 
pesan bagi para teroris untuk menyebarkan 
propagandanya, “ katanya.

Efendi Ghazali berasalan, selama ini media lebih 
banyak memberitakan akibat yang

ditimbulkan oleh para teroris dengan 
menampilkan berulang-ulang kerusakan yang 
terjadi dan para korban yang terluka dengan 
penanganan seadanya. Effendi mencontohkan apa 
yang dilakukan media-media massa di Amerika 

Serikat pasca serangan teror di negara mereka, 
yakni pemerintah segera mengkampanyekan 
perlunya semua lapisan masyarakat Amerika bersatu 
dibelakang pemerintahnya menghadapi teroris.

Selain itu, juga dikampanyekan suara-suara agar 
tidak boleh ada lagi berbagai kerusakan akibat aksi 
terorisme di negara mereka. “Jadi hal-hal seperti 
itu yang seharusnya diekspos dan bukan sekedar 
menayangkan berulang-ulang korban maupun 
kerusakan hasil kerja teroris,” tegasnya. JJ

Yuddy Krisnandi, Partai Golkar
“Faktanya, pemerintah dalam hal ini aparat 

Intelijen dan Polri, telah gagal melindungi keselamatan 
warganya sehingga rasa ketakutan kini menebar di 
mana-mana dan berdampak negatif yang luas”

Suripto, PKS
“Petinggi keamanan selama ini mengklaim 

kondisi aman dan terkendali. Jangan-jangan petinggi 
keamanan hanya melihat dari kacamata kuda saja”

Effendi Choirie, PKB
“Bisa saja motifnya politis, yaitu terkait pilpres. 

Karena ini kan masih dalam suasana Pilpres. Kasus 
seperti ini mungkin saja digunakan sebagai cara 
untuk memojokkan pihak yang kurang puas terhadap 
hasil pilpres”

Ali Mukhtar Ngabalin, Tim Sukses JK - Win
“Pemerintah termasuk aparat keamanan tidak 

boleh membuat kesimpulan sendiri, termasuk 
menuduh sejumlah elit politik yang berada dibalik 
aksi bom bunuh diri tersebut”

Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra
“Ini adalah pernyataan profokatif dan memperkeruh 

suasana. Karena harusnya pemerintah membantu 
merawat korban, serta investigasi terhadap teroris”

Agung Laksono, Ketua DPR 
“Kami mengutuk keras pelaku aksi pengeboman yang 

terjadi di kedua hotel itu yang telah menelan korban 
jiwa. Untuk itu kami meminta kepada pemerintah 
dan aparat terkait untuk mencari pelaku pemboman 
sekaligus dicari siapa otak dibalik kejadian ini”

***

Cuplikan Pernyataan Politisi
Terkait Dengan Bom “Mega Kuningan”
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Advokasi

Tahun 1998, sebagai sebuah, Indonesia memasuki 
satu fase baru yaitu fase transisi. Karen demokrasi 
dinilai sebagai ideologi yang menang dan menjadi 

ideologi mainstream era ini, maka demokratisi pulalah 
yang menjadi tujuan akhir transisi ini. Sekalipun demikian, 
ttidak dapat dipungkiri bahwa banyak kelompok ideologis 
lain yang memiliki cara pandang berbeda dengan 
demokrasi.

Konsekuensi dari sebuah periode transisi adalah 
terbukanya ruang yang luas bagi pertarungan ideologi dan 
tiap-tiap pihak merasa berhak untuk mengembangkan 
dan memperjuangkannya.  Bagi kelompok ideologis yang 
tereliminir dari pertarungan ideologi mainstream tidak 
jarang mengambil jalur radikal, diantaranya dengan 
menyebar teror guna menyelipkan pesan ideologis. 

Di Indonesia, kelompok ideologis yang awam disebut-
sebut memperjuangkan ideologinya dengan menggunakan 
cara radikal adalah kelompok Jamaah Islamiyah.  Meskipun 
sebenarnya selain dari kelompok radikal agama, masih 
ada kelompok-kelompok ekstrim lainnya yang disebut-
sebut menjadi pelaku teror, seperti kelompok ekstrim 
ultra-nasionalis dan kelompok pengusung primordialisme. 
Pesan ideologis disampaikan oleh kelompok-kelompok ini 
melalui tempat, waktu dan sasaran yang dituju, yang 
merupakan representasi suatu simbol atau entitas tertentu 
yang dianggap sebagai “musuh” karena bertentangan 
cara pandang. 

Sepanjang 9 tahun periode transisi, sudah tercatat 28 
kali tragedi pengeboman yang tersebar di berbagai daerah 
yang  merenggut setidaknya 322 korban jiwa dan ratusan 
lainnya luka-luka. Serangan pertama pada 1 Agustus 2000 
di depan kedutaan besar Filipina, menyebabkan 2 orang 
tewas dan 21 terluka, serangan terakhir 17 Juli 2009 yang 
berlokasi di kawasan Mega Kuningan, merenggut 9 nyawa 
dan puluhan lainnya terluka.

Menyikapi aksi teror yang sudah dinyatakan 
sebagai musuh masyarakat Internasional, pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme. Untuk mengefektifkan pelaksanaannya, 
norma hukum ini dikuatkan lagi dengan menetapkannya 
menjadi Undang-undang pada tahun 2003, yaitu UU No 
15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme.

Dengan adanya payung hukum yang kuat dan kerja 
keras dari pihak yang berwenang, Indonesia sempat 
vakum dari rentetan serangan teroris pada 2005-2008, 
selain itu terdapat faktor lain yakni hal ini terjadi setelah 
tertembaknya Dr.Azahari, ahli perakit bom yang menjadi 
dalang dari sejumlah aksi bom bunuh diri tanah air, di 
Batu-Malang pada akhir tahun 2005, yang menyebabkan 
perlu waktu bagi kelompok ini untuk mencetak ahli perakit 
bom baru.  Penembakan terhadap Azhari merupakan 
sukses besar perang terhadap terorisme.

Serangan bom “Mega Kuningan” menurut sebagian analis 
mempertunjukkan modus aksi terorisme telah mengalami 
pergeseran dan peningkatan yang menyulitkan kepolisian 
dan intelijen untuk mendeteksi. Bila sebelumnya para 
pelaku memakai mobil dan atau datang dari luar lokasi 
pemboman, dalam peristiwa “Mega Kuningan” pemboman 
dilakukan dari dalam hotel tersebut. Sekarang ini bom 
yang siap meledak itu bahkan dirakit di areal ledakan. Yang 
tidak berubah adalah pengamanan untuk mengantisipasi 
dan mencegah terorisme. 

Spekulasi yang berkembang pelaku serangan bom bunuh 
diri ini merupakan kelanjutan dari aksi kelompok teroris 
yang disebut-sebut Jamaah Islamiyah yang dikendalikan 
oleh Noordin M Top. Dalam berbagai penyisiran, sejumlah 
orang dilaporkan media menyerahkan diri, sementara 
terjadi sejumlah penangkapan terhadap orang-orang yang 
dicurigai terlibat oleh Densus 88 di Cilacap, Jawa Tengah. 
Spekulasi lainnya adalah bahwa pelaku bom bunuh diri 
dilakukan oleh pihak lain.

 Kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk 
mengungkap siapa pelaku dan motif bom bunuh diri “Mega 
Kuningan”. Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri 
Inspektur Jenderal Nanan Sukarna, meski pihaknya sudah 
mendapat berbagai petunjuk, namun kepolisian belum 
dapat menyimpulkan siapa pelaku bom bunuh diri ini.

Apapun motif dibalik serangan bom bunuh diri JW 
Marriot dan Ritz Carlton yang menyentak kesadaran 
kita bahwa terorisme belum pergi menyiratkan bahwa 
polisi dan aparat intelijen telah gagal dalam mencegah 
terjadinya serangan teror tersebut. Sekalipun polisi telah 
berhasil menyeret pelaku sejumlah aksi pengeboman 
seperti pelaku Bom Bali I ke pengadilan.

Kegagalan ini menurut kalangan masyarakat sipil 
sulit dipahami karena secara struktural pemerintah 

Serangan Terorisme
Riwayat Dan Penanganannya
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telah membentuk Detasemen Anti Teror 88 yang 
memiliki tugas untuk memerangi terorisme. Sementara 
kalangan pemerintah sendiri, seperti Badan Koordinasi 
Pemberantasan Terorisme (BKPT) kantor Menko Polkam 
lebih menghendaki perubahan terhadap UU Anti Terorisme 
karena norma tersebut dinilai lebih “lembek” dibanding 
aturan yang diterapkan oleh negara lain.

Masyarakat akan memberikan apresiasi yang lebih 
kepada tim pemberantas terorisme bila memberikan 
jaminan agar masyarakat sipil yang tidak berdosa itu 
tidak dibunuh oleh para teroris. Bila demikian,  mengapa 
polisi dan aparat intelijen gagal melindungi warga 
sipil dari serangan teror? Pengamat Militer Sri Yunanto 
mengemukakan dua jawaban atas kegagalan yang 
terjadi.

Pertama dilihat dari reformasi kepolisian belum 
berhasil mereformasi kinerja polisi. Dimana Presiden 
sebagai atasan langsung dan DPR gagal memastikan 
bahwa institusi ini telah bekerja secara profesional. 

Tidak ada satu institusipun yang secara profesional dapat 
memastikan baik buruknya kinerja polisi, termasuk dalam 
pencegahan dari serangan teroris.

Kedua, bila tragedi serangan “Mega Kuningan” bermotif 
ideologis, maka polisi dan aparat intelijen terbukti 
belum berhasil menyelesaikan akar-akar terorisme yang 
bersumber kepada ideologi. Polisi dan intelijen belum 
berhasil menyatukan kekuatan masyarakat sipil untuk 
mengatasi persoalan ideologis ini. 

Sebaliknya, orientasi sekuriti yang dikedepankan 
oleh polisi dalam menangani persoalan teror menurut 
Sri Yunanto merupakan bukti nyata bahwa polisi masih 
terlalu jauh dari cita-cita polisi sipil yang mengedepankan 
aspek-aspek kemanusiaan dalam menangani persoalan 
keamanan.

Yang tidak kita inginkan adalah polisi kembali memasuki 
arena politik dan ekonomi, secara sengaja dalam arti 
menjadi salah satu pemain, atau tidak sengaja, artinya 
menjadi korban. MR-HD

Advokasi

Berikut adalah daftar riwayat teror bom Indonesia sepanjang periode 2000-2009:

Ledakan bom dari sebuah mobil yang diparkir di depan kediaman Dubes Filipina, Menteng Jakarta Pusat (1 Agustus 2000) 2 orang tewas dan 21 orang terluka.

Ledakan bom mengguncang lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta (13 September 2000)

Serangkaian bom meledak pada malam Natal di beberapa kota di Indonesia antara lain Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Mataram, 
Pematangsiantar, Medan, Batam, dan Pekanbaru (24 Desember 2000)

10 orang tewas, 90 orang terluka. 104 
mobil rusak berat, 57 rusak ringan.

16 orang tewas dan 96 terluka serta 
mengakibatkan 37 mobil rusak

Jakarta, Gereja Santa Anna dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Kawasan Kalimalang,
Jakarta Timur (22 Juli 2001)

5 orang tewas

Ledakan bom di kawasan Plaza Atrium, Senen, Jakarta Pusat 6 orang terluka

Paddy’s Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali diguncang bom (Bom Bali I). Dua bom meledak dalam waktu 
yang hampir bersamaan yaitu pukul 23.05 Wita (12 Oktober 2002)

Bom rakitan yang dibungkus wadah pelat baja meledak di restoran McDonald’s Makassar (5 Desember 2002)

202 orang tewas dan 300 orang 
terluka

3 orang tewas dan 11 orang terluka.

Bom rakitan meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta (3 Februari 2003) Tak ada korban jiwa

Bom meledak di area publik di terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta (27 April 2003) 10 orang terluka 

Bom menghancurkan sebagian hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta (5 Agustus 2003) 11 orang tewas dan 152 orang 
terluka

Bom meledak di café di Palopo Sulawesi (10 Januari 2004) 4 orang tewas

Ledakan besar dari sebuah mobil terjadi di depan Kedutaan Besar Australia (9 September 2004) 6 orang tewas dan ratusan orang 
terluka

Dua Bom meledak di Ambon (21 Maret 2005) Tak ada korban jiwa

Bom meledak di Tentena, Poso, Sulawesi Tengah (28 Mei 2005) 22 orang tewas

Bom meledak di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal di 
Pamulang Barat (8 Juni 2005)

Tidak ada korban jiwa

Bom kembali meledak di RAJA’s Bar dan Restaurant (Bom Bali II), di Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Café 
Jimbaran (8 Juni 2005)

22 orang tewas dan 102 orang terluka

Bom meledak di sebuah pasar di Palu, Sulawesi Tengah 31 (Desember 2005) 8 orang tewas dan 45 orang terluka

Sekitar pukul 7.45 WIB dua bom bunuh diri meledak di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta (17 Juli 
2009)

12 orang tewas dan puluhan orang 
terluka

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2009

Ket: tabel diolah dari berbagai sumber

Tahun Serangan Teroris Keterangan






